
Menimbang 

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

NOOR ? TAHUN 2016 

TEN'TANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 
NOMOR O1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 

a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara 
Nomor : 903 / 2275 / 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang 
Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara 
Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara 
Nomor: 903 / 2274 / 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang 
Pemberitahuan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera 
Utara Tahun Anggaran 2016;  

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor P .39/ menlhk - Setjen / 2015  tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahun Anggaran 2016; 

d. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 
443 / PER / B l  /  2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan DAK Sub Bidang Keluarga Berencana; 

e. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 
291 /  PER / Bl  /  2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana; 

f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak U sia Dini; 

g. bahwa berdasarkan PMK Nomor 28 / PMK.07 / 2016 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

h.bahwa . . .  



Mengingat 

h. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Pematangsiantar Perihal Permohonan 
Pergeseran / Perubahan Anggaran atas beberapa Program 
dan Kegiatan; 

1. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tersebut diatas 
merupakan kegiatan yang dikategorikan kriteria belanja 
untuk keperluan mendesak yang anggaran biaya untuk 
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat ditampung dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 ;  

j .  bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, 
maka se belum anggaran biaya pelaksanaan kegiatan 
tersebut ditampung di Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ,  perlu merubah 
PeraturanWalikota Pematangsiantar Nomor 0 1  Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 ,  dengan menetapkannya 
dalam suatu Peraturan Walikota. 

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6.Undang-Undang 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); ' , y  '  

7. Undang-Undang Nomor 25 .Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

I  : }  
j  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan 'Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis 
.  

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. dan 
Dewan Perw~kilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun :2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

10 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak: 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia· , Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noinor 5679); 

13 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5601) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah , Tingkat II 

Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3328); 

15.Peraturan... � • 



f 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahuh 2005 Nomor 1 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); . ..  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); ' · l  

'  !  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun .2005 Nomor 138, Tambahan 

; • 1 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

l i : 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); !  

--· 

f 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah' dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara .Republik 

l  Indonesia Nomor 4028); 
•  1  •  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan' Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

• ' I ' ' ' ' ' I  Negara ' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga, Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712) ;  I  .  

A i t :  

;  A  K ;  
4 "  

+  

" 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23 .  Peratu.ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan, Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

24.Peraturan... 

A 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Dang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812) ;  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

30 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

3 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 
Tahun 2009 ; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013  
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah; 

34 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;  

35.Peraturan . . .  



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

. I 

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota 
Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; ' 

I • ' 

37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

' I : 

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan 
Pemerintah Kot~ Pematangsiantar; 

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2010 tentang _Susunan 'Organisasi dan. Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota ' d a n  Staf Ahli Walikota 
Pematangsiantar; 

40. Peraturan Daerah Kota] Pematangsiantar Nomor 3 'Tahun 
2010 ten tang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan 
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015; 

4 1 .  Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar 
Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 ;  

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan di Kota Pematangsiantar; 

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kelurahan di Kota Pematangsiantar; 

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2 0 1 1  ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar; 

45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
I 

2 0 1 1  ten tang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar Nomor 9 
Tahun 2014 ;  

46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014; 

47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 
2 0 1 1  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2 0 1 0 -  2015; 

48 . Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 ;  

49.Peraturan . . .  



49. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01  Tahun 2016  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016.  

MEMU TUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR O1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016 

·  · .  

1. Pendapatan: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1 .  Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah Setelah Perubahan Rp. 1 11 .207.722.002 ,   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar 
Nomor 01  Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai 
berikut: 
1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pematangsi~ntar Tahun Anggaran 2016,  semula berjumlah 
Rp. 1.043 .382.390.481 ,50 bertambah sejumlah 
Rp. 5.381.047.000,- sehingga menjadi 
Rp . .  1.048 .763.437.481 ,50 dengan rincian sebagai berikut: 

Rp. 111 .207 .722 .002,   
Rp. 0 - 

b. Dana Perimbangan 
1. Semula Rp. 821.692.473.540, 
2. Bert~mbah Rp. 0, 
Jumlah Dana Perimbangan 
Setelah Perubahan Rp. 821.692.473.540, 

c. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah 
1. Semula Rp. 110 .872 .194 .939,50 
2 .  Bertambah Rp. 2 .205 .382.000,- 
Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah Setelah Perubahan Rp. 1 16 .253 .241.939 ,50 

Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan Rp. 1.049.153.437.481,50 

2.Belanja... 



2. Belanja : 

a. Belanja·Tidak Langsung 

Rp. 652.165.553.829,53 
Rp. 5.381.047.000,- 

1 .  Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja Tidak 
Langsung Setelah Perubahan Rp. 1 .048.763.437.481,50 

Rp. 1.48.763.437.481,50 

390.000.000, 

Rp. 394.392.501.651,97 

Rp. 

b. Belanja Langsung 

1. Semula Rp. 391.216.836.651,97 
2. Bertambah RD. 3.175.665.000,- 
Jumlah Belanja Langsung 
Setelah Perubahan 

Jumlah Belanja 

Setelah Perubahan 

Surplus 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

Rp. 11 .610 .000 .000,  
RD. 0. 

Rp. 11 .220.000.000,  
Rp. 0,- 

A A  
:; +. . 

, 

1 .  Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

1 .  Semula 
2 .  Bertambah 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 11 .220.000.000,  

Rp. 11.610.000 ,000,-  

(R. 390.000.00O,-} 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Rp. N I H I L 

2 .  Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu 
/ 

Pasal 2A dan Pasal 2B , yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar 
Nomor 0 1  Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,  diubah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 28 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2A Peraturan 
W alikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal II . . .  

0  



' t ·  

Pasa! II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Pematangsiantar. 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 23 Mt 20\G 

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 

JUMSAD�ANIK 
rs .is. 

.' 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 23 Ni 20\% SEKRETARIS D�A PEMATANGSIANTAR, 

DONV~R PANGGABEAN 
i IAN'TAR TAHUN 2016 NOMOR : 


